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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang dialami 
oleh penyandang disabilitas. Karena kesulitan itu, maka banyak penyandang disabilitas 
yang menganggur sehingga berakibat juga pada rendahnya kesejahteraan mereka. 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk melakukan pemberdayaan kepada para 
penyandang disabilitas, yang mana kegiatan ini didasarkan pada adanya kebijakan-
kebijakan. Oleh karenanya, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) 
bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten 
Sidoarjo, dan 2) bagaimana kesadaran penyandang disabilitas setelah mengikuti kegiatan 
pelatihan keterampilan.
Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens yang 
menjelaskan tentang hubungan antara struktur dengan praktik sosial agen serta konsep 
kesadaran. Hubungan antara struktur dan agen ini menggunakan analisis dimensi struktural 
(S-D-L). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi 
kasus. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sidoarjo karena banyaknya industri yang 
memperbesar peluang penyandang disabilitas bekerja di perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola dimensi struktural dari kebijakan tersebut adalah 
legitimasi-dominasi-signifikasi. Hasil penelitian lapang menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan
maksimal. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalankan kebijakan pemberdayaan melalui 
program kegiatan pelatihan keterampilan, namun nyatanya tidak sepenuhnya terbukti 
mampu memberdayakan penyandang disabilitas. Kebijakan pemberdayaan berjalan 
timpang satu arah karena peran pemerintah yang lebih dominan mengatur masyarakat. 
Selain itu, pelatihan ini menimbulkan kesadaran praktis dan diskursif di diri peserta 
pelatihan sehingga mengindikasikan bahwa pelatihan keterampilan tersebut terbukti tidak 
sepenuhnya mampu memberdayakan penyandang disabilitas yang menjadi peserta 
pelatihan tersebut.
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2ABSTRACT
This research was based on the job-seeking difficulties experienced by people with 
disabilities. It made them unemployed and thus was detrimental to their welfare. The
municipality of Sidoarjo regency is obliged for empowering them by its policies. In this
research, there were two questions: 1) how did empowerment authority for people with 
disabilities was implemented in Sidoarjo, and 2) how was the consciousness of people with 
disabilities built after the training.
This research utilized the structuration theory of Anthony Giddens which described the 
relation between structure and social practice agent, as well as the concept of
consciousness. The relation between structure and agent was viewed under the heading of
structural dimensions analysis. This research was a qualitative research of case study. This 
research was located in Sidoarjo because there were many industries which can enlarge the 
opportunity for people with disabilities who work in industry.
The pattern of structural dimension from implementation of authority is legitimation-
domination-signification. The results of this research showed that the authority 
implementation for people with disabilities in Sidoarjo had not reached the goals. 
Department of Social and Labor only defined empowerment authority as skills training. 
However, in fact, that training was not fully proven to increase the skills of people with 
disabilities. There was any imbalance in the practice, because government’s role was more 
dominant. Besides, the training managed to create practical and discursive consciousness in
its participants. The differences appear from their day-to-day activities. It indicated that that 
the training was not fully proven to employ the participating people with disabilities. 
Keywords: structural dimension; authority; consciousness; skills training
3A. Pemberdayaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang 
Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo
Penyandang disabilitas sering dianggap sebagai kelompok orang-orang yang 
memiliki kekurangan, baik dalam fisik, sensorik, ataupun mental. International 
Classification of Functioning, Health and Disabilities (ICF) mendeskripsikan disabilitas 
sebagai sebuah konsep yang mencakup dua komponen besar, yaitu: 1) struktur dan fungsi 
tubuh seseorang, dan 2) keterbatasan dalam aktivitas keseharian dan pembatasan partisipasi 
(WHO, 2001, hlm. 3). Masyarakat menganggap kekurangan itu membuat penyandang 
disabilitas tidak mampu berkarya seperti masyarakat pada umumnya sehingga mereka sulit 
mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya sudah banyak peraturan-peraturan, baik dalam bentuk 
Undang-Undang maupun Peraturan Daerah, yang dibuat untuk melindungi dan 
menyetarakan penyandang disabilitas dengan masyarakat umum lainnya. 
Seperti contohnya adalah UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Dalam 
pasal 14 sebenarnya telah mengatur tentang kewajiban bagi pemilik usaha yang memiliki 
pekerja minimal 100 orang untuk juga mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1 
orang. Itu artinya terdapat kuota 1% penyandang disabilitas pada jenis usaha dengan 
minimum 100 orang karyawan. Namun implementasi pasal tersebut nampaknya tidak 
banyak dijalankan oleh pemilik usaha. Menurut Marjuki (dalam Irwanto, 2010, hlm. 31-32) 
hasil survey ICF, di 14 provinsi di Indonesia hanya 25,6% penyandang disabilitas yang 
bekerja dan sisanya sebesar 74,7% tidak bekerja. Dari total 25,6% penyandang disabilitas 
yang bekerja itupun terbanyak bekerja sebagai petani dan buruh. 
International Labour Organization (ILO) menyimpulkan bahwa tingkat 
keikutsertaan para penyandang disabilitas di bursa kerja terbuka cenderung lebih rendah 
dari pekerja lainnya, sementara tingkat penganggurannya cenderung tinggi (O’Reilly, 2013, 
hlm. 33). Beberapa alasan rendahnya tingkat ketenagakerjaan di antara para penyandang 
disabilitas (O’Reilly, 2013, hlm. 35) antara lain: tingkat pendidikan dan pelatihan yang 
rendah; kurangnya informasi akan peluang kerja; kehilangan minat karena pengalaman atau 
kegagalan di dalam mendapatkan pekerjaan dan/atau image diri yang negatif. Sebuah 
penelitian yang pernah dilakukan oleh Fariz Angga Oktavian pada tahun 2008 menjelaskan 
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pekerjaan layak (Oktavian, 2008, hlm. 61). Kebanyakan dari mereka hanya melakukan 
pekerjaan kelas rendah dengan upah yang minimal. Penyandang disabilitas yang bekerja di 
bidang teknis dan menggunakan kemampuan berpikirnya masih sangat sedikit sehingga 
banyak dari mereka tingkat kesejahteraannya rendah (Oktavian, 2008, hlm. 62). 
Dengan tidak dimilikinya pekerjaan dan kendala-kendala yang menghambatnya, 
pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas perlu dilakukan oleh pemerintahguna 
meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas sehingga mereka tidak lagi hanya 
bergantung pada orang lain. Kabupaten Sidoarjo termasuk salah satu daerah yang 
melakukan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 
industri sebanyak 857 usaha di tahun 2012, terdiri dari 609 industri sedang dan 248 industri 
besar. Disebut industri sedang apabila perusahaan memiliki total pekerja sebanyak 20-99 
orang; dan industri besar bila pekerjanya ≥ 100 orang (BPS Kabupaten Sidoarjo, 2013, hlm. 
245). Dengan jumlah itu, semestinya banyak penyandang disabilitas yang dapat dilibatkan 
sebagai tenaga kerja. Namun yang disayangkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang 
bisa mengakomodir kebutuhan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor industri 
tersebut.  
Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas
yang diselenggarakan setiap tahunnya sesuai dengan tahun anggaran yang diajukan kepada 
Pemerintah Daerah. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan berupa kegiatan pelatihan 
keterampilan yang diadakan setiap tahunnya dengan bekerjasama dengan komunitas-
komunitas penyandang disabilitas. Adanya kebijakan ini tentunya wajib diimplementasikan 
oleh pihak-pihak yang tercantumkan dalam kebijakan tersebut. Apalagi pemerintah daerah 
yang memang memiliki tanggungjawab untuk memberdayakan masyarakatnya yang berada 
dalam lingkar kemiskinan, termasuk penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan yang 
menjadi inti pembahasan pada penelitian ini akan mengulas mengenai pelaksanaan 
pelatihan keterampilan yang merupakan bentuk dari kebijakan pemberdayaan bagi 
penyandang disabilitas. Implementasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini mencakup 
persiapan pelatihan keterampilan, pelaksanaan hingga proses monitoring.
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masalah yang diangkat, yaitu: 1) bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan 
penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo, dan 2) bagaimana kesadaran penyandang 
disabilitas setelah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan. Untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan, penelitian ini menggunakan tiga 
penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran dalam penelitian ini. 
Pertama, efektivitas pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang 
cacat terkait dengan hak-hak penyandang cacat untuk bekerja (Studi di Kota Surabaya). 
Penelitian ini dilakukan oleh Fariz Angga Oktavian pada tahun 2008. Kedua, 
pemberdayaan sebagai upaya membangun kesejahteraan sosial penyandang tuna daksa 
(Studi kasus pada penyandang tuna daksa di Panti Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 
“Suryatama” Bangil Pasuruan) yang diangkat oleh Dede Kurniawati pada 2013. Ketiga, 
analisis perlindungan hukum terhadap hak penyandang cacat dalam meraih pekerjaan 
(Studi kasus di Yogyakarta) oleh Saru Arifin pada tahun 2007. 
Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti akan mengambil celah yang belum dibahas 
di dalamnya. Penelitian kali ini akan mencoba melihat upaya pemerintah untuk 
mengakomodir pekerjaan bagi penyandang disabilitas melalui upaya pemberdayaan. 
Dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini, peneliti juga akan melihat 
hasilnya dari sisi individual penyandang disabilitas maupun keluarganya. Selain itu peneliti 
juga mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang dilakukan pemerintah pasca pelatihan 
tersebut sehingga penelitian tidak akan berhenti hanya pada saat pelatihan dilakukan saja.
B. Teori Strukturasi Anthony Giddens dan Kaitannya dengan Implementasi 
Kebijakan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas
Kebijakan pemberdayaan yang telah dijelaskan di atas kemudian akan dibahas 
dalam penelitian ini melalui teori strukturasi yang dijelaskan oleh Anthony Giddens. 
Praktik-praktik sosial dalam teori strukturasi diciptakan secara terus-menerus melalui 
sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor (Giddens, 2010, hlm. 3). Aktor-
aktor ini yang kemudian disebut sebagai agen, dimana agen sendiri merupakan individu 
atau sekelompok orang yang melakukan perilaku peniruan secara berulang-ulang yang 
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agen ini pula yang pada akhirnya memunculkan struktur-struktur. Struktur yang 
dimaksudkan Giddens tidak hanya mengacu pada aturan-aturan yang dilibatkan dalam 
suatu produksi dan reproduksi sistem-sistem sosial, tetapi juga pada sumber daya-sumber 
daya (Giddens, 2010, hlm. 38). Praktik sosial dilakukan antara struktur dan agen, dimana
hubungan di antara keduanya digambarkan saling mengandaikan (dualitas) (Giddens, 2010, 
hlm. 40). Keduanya tidak dipandang berdiri sendiri sebagai satu per satu bagian. 
Penelitian ini akan mengaitkan antara kebijakan yang dibuat pemerintah dengan 
teori strukturasi yang dijelaskan oleh Giddens tersebut. Kebijakan ini dibuat tentu tidak 
dijalankan oleh struktur itu sendiri. Di sini agen mempunyai peran untuk menjalankannya. 
Agen dalam penelitian ini merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
pemberdayaan yang diwujudkan dalam suatu pelatihan keterampilan. Pihak-pihak yang 
dimaksud meliputi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo; 
komunitas sebagai pelaksana pelatihan; serta penyandang disabilitas selaku peserta 
pelatihan. 
Sementara itu, struktur diartikan sebagai serangkaian aturan dan sumber daya yang 
terbentuk dari, dan membentuk keterulangan praktik sosial. Struktur sebagai hasil 
(outcome) sekaligus sarana (medium) praktik sosial yang merupakan letak keberadaan 
dualitas struktur (Priyono, 2002, hlm. 19).Dalam lingkup ini, struktur yang dimaksudkan 
adalah stigma yang ada dalam masyarakat bahwa penyandang disabilitas merupakan 
kelompok minoritas dalam masyarakat yang tidak produktif seperti masyarakat pada 
umumnya. Dari struktur tersebut, terdapat tiga dimensi struktural dalam sistem sosial, 
yaitu: signifikasi, dominasi dan legitimasi (Giddens, 2010, hlm. 49). Dari penguatan ketiga 
unsur struktural tersebut, terjadi suatu proses pemberdayaan penyandang disabilitas oleh 
pemerintah yang ditujukan untuk kemandirian penyandang disabilitas dalam hal bekerja 
berupa kegiatan pelatihan yang pada akhirnya menjadi suatu praktik sosial.
Selain kebijakan pemerintah terkait implementasi pemberdayaan bagi penyandang 
disabilitas, penelitian ini juga akan melihat bagaimana tanggapan/ respon penyandang 
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Sidoarjo. Penyandang disabilitas dalam penelitian ini merupakan peserta pemberdayaan. 
Untuk melihat respon ini, peneliti menggunakan konsep rutinisasi dan kesadaran yang ada 
dalam teori strukturasi. Kesadaran yang dibahas oleh Giddens mencakup motivasi tak 
sadar, kesadaran diskursif, serta kesadaran praktis. Dari ketiganya, kesadaran praktis-lah 
yang menjadi konsep dari strukturasi. Kesadaran ini merupakan pengetahuan praktis yang 
tidak selalu bisa dijelaskan atau tidak mampu dirumuskan secara eksplisit oleh agen 
(Priyono, 2002, hlm. 29). Kesadaran praktis menimbulkan praktik sosial yang terus 
menerus dilakukan tanpa jarang mempertanyakannya kembali. Tindakan agen yang 
berdasar pada kesadaran ini biasanya akan menjadi rutinitas. Rutinitas merupakan salah 
satu konsep penting dalam teori strukturasi karena melekat pada kesadaran praktis, dimana 
rutinitas tidak dapat dipisahkan dari dengan kepribadian agen ketika agen beraktivitas 
sehari-hari dengan institusi-institusi masyarakat (Giddens, 2010, hlm. 93).
C. Kebijakan Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo
Penyandang disabilitas merupakan istilah baru yang digunakan untuk menggantikan 
istilah penyandang cacat yang ada sebelumnya. Istilah penyandang disabilitas ini lebih 
merujuk pada orang-orang yang memiliki kondisi fisik maupun mental yang berbeda dari 
orang kebanyakan tetap mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
International Classification of Functioning, Health and Disabilities (ICF) mendeskripsikan 
disabilitas dengan mencakup dua komponen besar, yaitu: 1) struktur dan fungsi tubuh 
seseorang, dan 2) keterbatasan dalam aktivitas keseharian dan pembatasan partisipasi 
(WHO, 2001, hlm. 3). Fungsi tubuh memiliki pengertian sebagai fungsi secara psikologis 
dari sistem tubuh (termasuk fungsi psikologis); sementara struktur tubuh adalah bagian 
anatomi dari tubuh seperti organ-organ dan komponen penyusunnya. Kemudian 
keterbatasan aktivitas adalah kesulitan-kesulitan yang dialami individu dalam melakukan 
aktivitasnya dan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami individu dalam 
keterlibatannya di situasi keseharian (WHO, 2001, hlm. 10).
Istilah penyandang disabilitas juga diperkuat melalui Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of 
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dalamnya tertulis bahwa: “Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki 
keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana 
ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi 
penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang 
lainnya.”
Pada masyarakat umum, istilah penyandang disabilitas masih terdengar asing 
sehingga masih banyak masyarakat yang menyebutnya dengan istilah ‘cacat’. Istilah ‘cacat’ 
dirasa oleh orang bersangkutan yang memiliki keterbatasan sebagai sebuah istilah yang 
mendiskriminasikan mereka dari kehidupan sosial mereka. Istilah cacat cenderung 
membuat anggapan bahwa kecacatan adalah beban, yang mana hal itu kemudian 
berkembang menjadi stigma negatif dalam masyarakat yang menutup kesempatan bagi 
kelompok penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif di dalam masyarakat.
Penyandang disabilitas, apabila dilihat dari models of disability, memiliki dua 
pemahaman yang berbeda. Berdasar individual model of disability, penyandang disabilitas 
dianggap sebagai kelompok yang kurang beruntung dan menyedihkan yang memiliki 
kekurangan dan keterbatasan dalam fisik ataupun mental mereka sehingga mereka kesulitan 
menjalani aktivitasnya sehari-hari. Kesulitan itu dianggap masyarakat sebagai suatu 
ketidakberdayaan sehingga muncul stigma bahwa penyandang disabilitas adalah 
masyarakat yang perlu dikasihani. Sementara itu, penyandang disabilitas berdasar social 
model of disability merupakan sekelompok orang yang dibentuk oleh lingkungan sekitar 
namun tidak sesuai untuk kebutuhan mereka. Bentukan sosial tersebut membuat 
penyandang disabilitas dalam pemahaman ini sama halnya seperti masyarakat pada 
umumnya yang dapat menjalankan aktivitas kesehariannya selama kebutuhan mereka 
terpenuhi. Kebutuhan ini salah satunya kebutuhan akan aksesbilitas, baik dalam hal 
infrastruktur maupun kesempatan.
Dengan masih kuatnya stigma negatif yang ada di masyarakat tentang penyandang 
disabilitas, kiranya pemerintah perlu turun tangan menangai masalah tersebut. Secara tidak 
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kesejahteraan penyandang disabilitas sehingga membuat mereka terjebak dalam lingkar 
kemiskinan. Pemerintah hendaknya melakukan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas 
sebagai upaya untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan. Pemberdayaan menunjuk pada 
kemampuan masyarakat yang lemah dan kurang beruntung (disadvantaged groups) 
sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal (Suharto, 
2009, hlm. 58).
Pemberdayaan juga memiliki arti sebagai penyediaan sumber daya, kesempatan, 
kosakata, pengetahuan, serta keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk 
menentukan masa depan mereka sendiri, serta untuk berpartisipasi dan memengaruhi 
kehidupan masyarakatnya (Ife & Tesoriero, 2008, hlm. 510). Pemberdayaan juga dapat 
diartikan sebagai sebuah proses dan tujuan (Suharto, 2009, hlm. 59-60). Sebagai proses, 
pemberdayaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 
ataupun keberdayaan kelompok lemah di dalam masyarakat. Sebagai sebuah tujuan, 
pemberdayaan lebih mengarah pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 
perubahan sosial. Capaian ini seperti misalnya ingin masyarakat menjadi lebih mandiri dan 
berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.
Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengamanatkan agar penyandang 
disabilitas dapat diberdayakan. Dalam pasal 2 UU No 4 Tahun 1997 diamanatkan agar 
Pemerintah mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dengan 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peningkatan kesejahteraan ini 
bertujuan agar terwujud kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui 
pemberdayaan. Pada penelitian kali ini, penyandang disabilitas yang menganggur di 
Kabupaten Sidoarjo diberikan pengetahuan-pengetahuan keterampilan agar mereka dapat 
berdaya, mandiri dan memiliki pekerjaan. Kebijakan pemberdayaan terhadap penyandang 
disabilitas tidak hanya berhenti pada Undang-Undang itu saja. Kini sudah semakin 
berkembang kebijakan-kebijakan yang mengatur masalah pemberdayaan bagi penyandang 
disabilitas. 
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Kebijakan yang akan dibahas dalam penelitian ini dijalankan oleh Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan berpedoman pada kebijakan dari Dinas Sosial 
Provinsi Jawa Timur. Seperti yang dituliskan dalam “Model Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial Jawa Timur” yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Timur, program penanganan penyandang disabilitas ditujukan agar tercipta kehidupan dan 
kondisi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Mereka diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuannya sehingga mereka mampu untuk hidup mandiri. Selain itu, 
program tersebut diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan keberadaan penyandang 
disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Demi tercapainya tujuan tersebut, pemerintah 
mewujudkan berbagai kebijakan, seperti dengan menerapkan kebijakan untuk 
meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi 
penyandang disabilitas. Pemerintah juga berusaha meningkatkan profesionalisme pelayanan 
kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas (Dinas Sosial, 2008, hlm. 70).
Perwujudan kebijakan tersebut adalah dengan menyelenggarakan serangkaian 
pokok kegiatan yang nantinya dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam 
menyejahterakan penyandang disabilitas. Pokok-pokok kegiatan itu meliputi beberapa hal. 
Pertama, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti. Kedua, 
pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti yang kegiatannya 
meliputi: a) pelayanan melalui Loka Bina Karya (LBK); b) pelayanan melalui Unit 
Pelayanan Sosial Keliling (UPSK); c) bantuan UEP melalui KUBE (Kelompok Usaha 
Bersama); d) bantuan pengembangan KUBE; e) bantuan kepada organisasi sosial yang 
memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Ketiga, pelayanan dan rehabilitasi 
sosial berbasis keluarga/masyarakat.
Implementasi dari kebijakan pemberdayaan seperti yang dijelaskan di atas 
merupakan point dari masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dari implementasi 
kebijakan itu, diharapkan peneliti akan mampu mengetahui bagaimana implementasi dari 
kebijakan pemberdayaan itu di lapangan, semisal dari bentuk kegiatan dan juga segala hal 
yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan tersebut. Selain itu, dari kegiatan tersebut 
dapat dicari tahu bagaimana respon para pesertanya yang merupakan penyandang 
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disabilitas di Kabupaten Sidoarjo terhadap kegiatan pemberdayaan itu. Dari situ dapat 
dilihat sejauh mana dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut bagi mereka. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus deskriptif. Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena 
Kabupaten Sidoarjo ini menjadi daerah yang menyangga Kota Surabaya sehingga banyak 
berdiri industri-industri sedang maupun besar. Dinsosnaker Kab. Sidoarjo mencatat 
terdapat penyandang disabilitas sejumlah 2.307 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun 
sebelumnya, yaitu 1.368 orang pada tahun 2011 dan 1.318 orang pada tahun 2010 (BPS 
Kabupaten Sidoarjo, 2013, hlm. 165) dan diperkirakan akan meningkat seiring dengan 
tingginya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Fokus dari penelitian 
adalah implementasi kebijakan dalam hal pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, yang 
mana implementasinya kemudian akan dikaji melalui dimensi-dimensi signifikasi, 
dominasi, dan legitimasi. Selain itu, fokus penelitian juga mengarah kepada kesadaran yang 
ada dalam diri penyandang disabilitas pasca mengikuti pelatihan. Kesadaran ini akan dilihat 
melalui konsep kesadaran dan rutinisasi yang mereka lakukan setelah mengikuti pelatihan 
keterampilan yang diadakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis yang 
digunakan adalah dengan menggunakan teknik penjodohan pola dengan triangulasi sumber 
data sebagai teknik keabsahan datanya.
Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, 
serta dokumentasi. Wawancara yang dilakukan melibatkan informan-informan yang 
ditentukan secara sengaja (purposive) dan juga bola salju (snowball). Dari situ peneliti 
menentukan informan kunci, yaitu PWN selaku pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya peneliti memilih informan utama, yaitu pihak komunitas 
(PHS, PSA, dan IES) dan penyandang disabilitas (PBS, PHS, dan INH). Sementara itu 
peneliti juga menggunakan penyandang disabilitas lainnya (ADA, AIM, AID, dan IAS) dan 
salah seorang keluarganya (ISK) sebagai informan tambahan. Penelitian ini menggunakan 
inisial untuk identitas informan karena penelitian ini memuat tentang masalah penyandang 
disabilitas dan melibatkan instansi serta komunitas tertentu. Penelitian ini juga menyangkut 
tentang evaluasi kebijakan. Pilihan ini mengacu pada Belmont Report, sebuah acuan untuk 
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prinsip dasar etika dan panduan untuk perlindungan bagi manusia yang terlibat sebagai 
subjek penelitian (Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of 
Human Subjects of Research). Terdapat tiga prinsip dasar etika untuk studi yang 
melibatkan manusia sebagai subjek, yaitu Respect for persons; Beneficence; dan juga 
Justice (Bipeta, 2014, hlm. 1).
D. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten 
Sidoarjo
Pemberdayaan merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan 
kesejahteraan kaum-kaum yang lemah dan minoritas di masyarakat. Di Kabupaten 
Sidoarjo, ada satu program yang dijalankan untuk pemberdayaan masyarakat seperti
kelompok penyandang disabilitas, yaitu pelatihan keterampilan. Kegiatan ini ditujukan 
untuk membekali mereka dengan kemampuan dan ilmu baru agar bisa dimanfaatkan untuk 
mencari nafkah. Target utama dalam kegiatan ini tentunya penyandang disabilitas yang 
tidak memiliki pekerjaan. 
Pemberdayaan ini seringkali dikaitkan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan ini 
sering juga dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan 
apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2009, hlm. 57). Ife 
dan Tesoriero menjabarkan sedikitnya ada delapan jenis kekuasaan yang terlibat dalam 
strategi pemberdayaan berbasis masyarakat (Ife & Tesoriero, 2009, hlm. 140). Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo mengadakan kegiatan pelatihan ini untuk memberdayakan penyandang 
disabilitas bekerjasama dengan komunitas. Mereka mencari penyandang disabilitas yang 
berasal dari keluarga miskin dan tidak bekerja. Mereka ditawari untuk terlibat dalam 
pelatihan yang sudah ditentukan oleh Dinsosnaker melalui komunitas. Banyak dari 
penyandang disabilitas yang ditawari mau menerimanya. Dalam hal ini, pemerintah 
menggunakan pilihan pribadi dan peluang hidup. 
Peraturan birokrasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo membuat penyandang 
disabilitas tidak memiliki celah untuk memilih jenis keterampilan yang diinginkannya. 
Penyandang disabilitas banyak yang tertarik karena berbagai fasilitas yang bisa diperoleh, 
seperti misalnya pelatihan tersebut gratis, kemudian ada pemberian modal setelah 
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mengikuti pelatihan. Modal tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk membuka usaha 
baru sesuai dengan jenis keterampilan yang telah diikutinya. Namun nyatanya, tidak 
banyak peserta yang mampu memanfaatkan modal tersebut dengan baik karena mereka 
merasa belum terlalu menguasai bidang tersebut sehingga tidak percaya diri untuk 
membuka usaha baru. Ada pula yang setelah pelatihan usai, ternyata disadari bahwa mereka 
tidak berminat atau merasa tidak berbakat dalam keterampilan itu sehingga memilih untuk 
kembali pada pekerjaan sebelumnya.
Berdasar hasil wawancara, peneliti melihat adanya kecemburuan sosial antara 
penyandnag disabilitas dengan anak jalanan/gelandangan/pengemis. Pemkab Sidoarjo 
sering mengadakan pelatihan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dibandingkan 
pelatihan bagi para penyandang disabilitas. Padahal penyandang disabilitas juga sangat 
mengharapkan pelatihan ini karena dengan keterlibatan penyandang disabilitas dalam 
pelatihan ini membuat mereka memiliki kemampuan dalam beberapa hal (Suharto, 2009, 
hlm. 58). Menurut Parson (dalam Suharto, 2009, hlm. 63), pelatihan keterampilan tersebut 
dapat diklasifikasikan pada dimensi pemberdayaan yang merujuk kepada keadaan 
psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna serta mampu mengendalikan diri 
dan orang lain. Pelatihan keterampilan yang diadakan bisa menumbuhkan rasa percaya diri 
penyandang disabilitas itu sendiri dan membekalinya dengan keterampilan-keterampilan 
dasar. Dengan begitu, mereka tidak lagi merasa bahwa dirinya tidak berguna karena tidak 
memiliki keterampilan apapun. 
Tujuan dari ditumbuhkannya rasa pecaya diri dan pemberian bekal keterampilan 
dasar bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan stigma negatif yang sudah lama muncul 
di masyarakat kita. Pandangan itu tidak jarang juga membuat sebagian dari mereka tidak 
percaya diri sehingga membuat mereka minder di dalam bersosialisasi dengan lingkungan 
sekitarnya. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang tidak 
memiliki rasa percaya diri diawali dengan pengalaman jelek yang pernah mereka dapatkan, 
terutama dari lingkungan sekitar, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak mampu 
bekerja seperti orang lain (Kurniawati, 2013, hlm. 110). Dengan anggapan bahwa mereka 
tidak bisa bekerja seperti yang lainnya dan juga pengalaman buruknya seperti dicemooh 
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orang lain membuat penyandang disabilitas tersebut dan bahkan keluarganya malu terhadap 
kondisinya. Sebagian keluarga penyandang disabilitas memilih untuk menyembunyikan 
anggota keluarga mereka yang memiliki kekurangan. Rasa malu yang ditunjukkan itu 
kiranya merupakan hasil dari struktur yang sudah ada. Masyarakat sudah terbiasa 
memandang penyandang disabilitas sebagai suatu obyek sosial, dimana mereka merupakan 
kelompok yang perlu dikasihani dan disantuni karena ketidakberdayaannya. Mereka 
dianggap sebagai kelompok yang bergantung pada masyarakat normal lain dalam 
menjalankan aktivitasnya. Struktur semacam ini masih berlaku hingga saat ini karena 
struktur itu seperti sudah mengakar dalam masyarakat.
Anthony Giddens menyebutkan bahwa struktur merupakan sesuatu yang berada di 
luar tindakan manusia, terdiri dari sarana-sarana ataupun sumber-sumber daya yang mana 
merupakan kelengkapan-kelengkapan terstruktur dari sistem sosial. Sarana atau sumber 
daya ini diproduksi dan direproduksi oleh para expert agent selama terjadi interaksi 
(Giddens, 2010, hlm. 24-26). Sedari lama, pemerintah selaku expert agent sudah 
memberikan santunan kepada penyandang disabilitas dan para pemilik usaha jarang ada 
yang mau mempekerjakan penyandang disabilitas dengan dalih bahwa mereka tidak 
sanggup menjalankan pekerjaan sebagaimana pekerja normal lainnya. Dalam penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya, dikatakan bahwa sebenarnya penyandang disabilitas itu 
sendiri pada dasarnya paham terhadap kondisi mereka dan kemampuan mereka dalam 
melakukan pekerjaan, sebelum mereka melamar pekerjaan. Namun banyak dari mereka 
yang ditolak oleh tempat mereka melamar pekerjaan dengan alasan kekurangannya itu 
(Oktavian, 2008, hlm. 64). Hal ini dipengaruhi oleh struktur yang sudah ada di masyarakat 
bahwa kekurangan mereka itu membuat mereka tidak mampu bekerja seperti yang lain.
Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat sebenarnya sudah 
diamanatkan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang 
disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya, pendidikan, dan kemampuannya. 
Kesempatan kerja itu terbuka pada usaha yang memiliki karyawan minimal 100 orang 
karena dijelaskan dalam UU tersebut bahwa perusahaan harus mempekerjakan sekurang-
kurangnya 1 orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan 
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yang bersangkutan, untuk setiap 100 orang karyawannya. Aturan tersebut masih dijadikan 
acuan hingga saat ini, seperti yang ada pada Perda Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013. 
Namun yang membuat masih banyak penyandang disabilitas yang menganggur atau bekerja 
pada sektor informal saja salah satunya dikarenakan lemahnya penegakan hukum (law 
enforcement) terhadap berbagai ketentuan hukum yang sudah ada (Oktavian, 2008, hlm. 
65). Masyarakat terus-menerus memproduksi dan mereproduksi stigma-stigma negatif 
tentang penyandang disabilitas sehingga memunculkan rasionalisasi tindakan di 
masyarakat. Adanya rasionalisasi tindakan ini membuat kesinambungan yang pada 
akhirnya terinstitusionalisasikan di masyarakat.
Selain berkaitan dengan kekuasaan pemerintah terhadap masyarakatnya dan 
bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri para penyandang disabilitas 
serta meningkatkan kemandiriannya, di sisi lain pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai 
sebuah proses dan tujuan (Suharto, 2008, hlm. 59-60). Dinsosnaker melakukan 
pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai suatu rangkaian 
kegiatan untuk meguatkan keberadaan penyandang disabilitas di dalam masyarakat. Dalam 
hal tersebut, pemberdayaan diartikan sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah tujuan, 
pemberdayaan yang dilakukan diarahkan untuk membuat penyandang disabilitas menjadi 
lebih mandiri dan berdaya sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 
baik. Namun yang terjadi di lapangan, kesejahteraan penyandang disabilitas ini masih jauh 
dari tanggung jawab pemerintah daerah. Para penyandang disabilitas berupaya untuk 
meningkatkan kesejahteraannya secara pribadi atau juga dengan bantuan dari 
komunitasnya.
Upaya Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas 
terlihat kurang sekali. Tugas itu seakan sudah banyak diambil alih oleh pihak-pihak lain di 
luar struktur kepemerintahan, semisal ILO, komunitas penyandang disabilitas, maupun 
sekolah luar biasa. Mereka lebih aktif untuk membantu penyandang disabilitas untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya. Upaya-upaya yang dilakukan misalnya 
mengadakan seminar dan workshop bagi penyandang disabilitas, kemudian mereka juga 
melakukan penyaluran dan penempatan kerja untuk penyandang disabilitas yang dinilai 
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kompeten untuk bekerja di sebuah perusahaan. Keaktifan dan kepekaan pemerintah di sini 
kalah dengan lembaga lainnya yang kewajibannya tidak sebesar pemerintah dalam 
menyejahterakan masyarakatnya, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Kebijakan-
kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat maupun provinsi pun seakan hanya 
menjadi suatu kebijakan tertulis yang tidak ada masalah ketika mereka tidak 
melaksanakannya. 
Pelatihan bagi penyandang disabilitas ini juga tidak dibiayai dan diprogramkan 
secara khusus oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo. Dengan tidak adanya plot dana 
khusus bagi penyandang disabilitas, tentunya hal itu akan membuat kegiatan yang berkaitan 
dengan pemberdayaan tidak dapat berjalan maksimal. Selain itu, menurut peraturan yang 
ada, anggaran yang bisa didapat berbasis kinerja. Jika anggaran berbasis kinerja yang 
sebenarnya, berapapun kebutuhan dinas/instansi tersebut, akan dipenuhi, termasuk untuk 
program-program pemberdayaan. Keterbatasan dana ini membuat pelaksanaan pelatihan 
dapat dilakukan paling lama hanya dua minggu. Hal ini yang seringkali dikeluhkan oleh 
peserta pelatihan karena dalam waktu dua minggu, mereka merasa masih belum 
mendapatkan ilmu yang cukup. Komunitas pun hanya bisa membentuk kelompok-
kelompok dari para peserta pelatihan tersebut dengan harapan agar mereka tetap bisa 
mengasah kemampuan dasar yang didapatkannya selama pelatihan, walau tidak 
menggunakan instruktur dan waktu yang teratur seperti saat pelatihan. Permasalahan ini 
sepertinya sudah menjadi satu masalah klasik yang tidak dapat dilepaskan dari sistem 
birokrasi pemerintah yang banyak membuat aturan-aturan administratif yang justru 
merugikan.
Selain masalah dana dan birokrasi, hal lain yang sering dikeluhkan adalah masalah 
ketidaksigapan pemerintah dalam melaksanakan pelatihan bagi penyandang disabilitas. 
Munculnya anggapan itu diindikasikan karena adanya faktor politik. Komunitas yang sudah 
lama berhubungan dengan Pemkab Sidoarjo –seperti PPCM dan Pertuni− merasakan hal 
itu. Pemerintahan saat ini hampir tidak pernah memperhatikan mereka. Berbeda dengan 
kepemerintahan sebelumnya dengan bupati yang berbeda. Keduanya menceritakan ketika 
pemerintahan sebelumnya, mereka merasa lebih sering diperhatikan, seperti diundangnya 
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mereka berpartisipasi dalam acara-acara yang diadakan Pemkab Sidoarjo. Pada 
pemerintahan terdahulu, mereka mengakui bahwa mereka tidak perlu membuat proposal 
dan hanya tinggal bicara saja dengan pihak Dinsosnaker. Setelah itu Dinsosnaker akan 
mengatur waktu untuk diadakan pelatihan keterampilan.
Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut belum berjalan dengan maksimal hingga 
saat ini. Para informan menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat sebenarnya sudah 
baik, namun belum dapat dirasakan dengan maksimal oleh para penyandang disabilitas di 
Sidoarjo. Belum ada implementasi yang mengarah ke mereka, salah satu contoh kecilnya 
adalah sosialisasi kebijakan yang dibuat terkait dengan penyandang disabilitas.  
E. Proses Implementasi Kebijakan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas
Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui 
Dinsosnaker dirasa tidak menggunakan tahapan yang sesuai. Menurut Dinsosnaker, 
kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang mereka lakukan hanyalah 
berkisar pada kegiatan pelatihan keterampilan. Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas 
tergolong dalam kelompok masyarakat yang lemah dan kurang beruntung. Oleh karenanya, 
penting sekali pemerintah memberdayakan mereka.
Dinsosnaker Kab. Sidoarjo menyatakan bahwa pelatihan keterampilan merupakan 
bentuk implementasi kebijakan dari peraturan yang sudah ada. Bantuan permodalan pun 
juga dibentukkan dalam pelatihan tersebut, dalam artian bahwa modal-modal berupa alat 
diberikan ketika pelatihan tersebut diadakan. Pemberdayaan seharusnya dapat memberikan 
pengajaran dan pengalaman yang lebih luas lagi daripada hanya sekedar pelatihan saja. 
Apabila hanya pelatihan saja dengan waktu yang singkat, dirasa sangat kurang oleh peserta 
pelatihan. Dengan waktu paling lama hanya dua minggu pelaksanaan pelatihan, peserta 
dilepas begitu saja dengan diberikan modal untuk membuka usaha baru. Tentu banyak 
peserta yang tidak menjalankan usaha tersebut dan pada akhirnya, peralatan yang diberikan 
sebagai modal usaha bagi peserta pelatihan, tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Pemerintah sebenarnya menyadari masalah tersebut. Namun tidak ada yang bisa 
mereka lakukan karena ini berkaitan dengan aturan birokrasi yang berlaku. Salah satu 
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permasalahannya berakar dari dana. Dinsosnaker menuturkan bahwa dana yang digunakan 
untuk kegiatan pemberdayaan tergolong dana bantuan pemerintah yang pengajuannya harus 
dilakukan satu tahun sebelumnya. Pengajuan ini pun berasal dari proposal yang dibuat oleh 
komunitas. Namun yang juga menjadi satu masalah adalah pihak komunitas yang diminita 
aktif dalam hal pembuatan proposal pelatihan karena pemerintah dilarang memberitahukan 
deadline pengumpulan proposal karena akan dianggap mempelopori masyarakat meminta 
bantuan kepada pemerintah. Proposal yang diajukan harus berdasarkan inisiatif sendiri dari 
masyarakat/komunitas.
Masalah juga muncul dari pemerintah sendiri Kabupaten Sidoarjo karena tidak 
memiliki peraturan daerah yang mengatur masalah penyandang disabilitas. Kebijakan dan 
program pemberdayaan yang dijalankannya hanya berdasar pada UU dan Perda Provinsi
yang sudah ada serta berpedoman pada panduan model pembangunan kesejahteraan sosial 
yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2008. Dalam panduan 
tersebut disebutkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas tinggal di pedesaan yang 
secara kultural menganggap bahwa kecacatan yang dialami tersebut merupakan 
kutukan/cobaan dari Tuhan sehingga seringkali pasrah dan tidak berupaya untuk 
merehabilitasi maupun meningkatkan potensi yang ada di diri penyandang disabilitas. 
Kondisi ini semakin diperkuat dengan kondisi keluarga penyandang disabilitas yang 
kebanyakan berasal dari keluarga miskin sehingga pada umumnya tidak mampu 
mengupayakan pendidikan yang tinggi ataupun kursus keterampilan bagi penyandang 
disabilitas (Dinas Sosial, 2008, hlm. 69). Rendahnya tingkat pendidikan penyandang 
disabilitas juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran penyandang 
disabilitas.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengeluarkan acuan model pembangunan untuk 
memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Untuk penyandang disabilitas sendiri terdapat lima 
kebijakan strategis dan teknis terkait penanganan kesejateraan sosial, yaitu: 1) peningkatan 
mutu dan perluasan jangkauan pelayanan sosial melalui UKS; 2) peningkatan dan 
pendorongan partisipasi sosial masyarakat; 3) peningkatan efisiensi dan efektivitas 
pelaksanaan program; 4) peningkatan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial; dan 
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5) peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (Dinas 
Sosial, 2008, hlm. 70). Bentuk kegiatan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-
masing daerah kabupaten/kota. Namun untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri, peneliti tidak 
melihat pelaksanaan kebijakan-kebijakan tesebut dilaksanakan untuk menangani masalah 
kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, selain pada kegiatan pelatihan keterampilan 
saja. 
Pasca pelaksanaan kegiatan, tentunya ada evaluasi untuk menilai keberhasilan suatu 
program. Namun hal ini jarang sekali dilakukan oleh Dinsosnaker Kab. Sidoarjo. Evaluasi 
hanya dilakukan sesekali dan itu pun biasanya tidak langsung kepada peserta pelatihan, 
tetapi pada komunitas. Pemantauan terhadap usaha mantan peserta pelatihan juga tidak 
dilakukan. Sehingga yang terjadi adalah pemerintah lepas begitu saja dengan para peserta 
pelatihan selepas pelatihan usai dilakukan. Dengan begitu pemerintah tidak akan 
mengetahui hasil dari pelatihan keterampilan yang telah mereka adakan. Semua itu 
bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan 
penyandang disabilitas.
F. Implementasi Kebijakan dalam Perspektif Strukturasi Anthony Giddens
Menurut teori strukturasi, pemerintah dalam hal ini memiliki dominasi atas 
terjadinya pelatihan keterampilan tersebut. Struktur dominasi merupakan satu dari tiga 
gugus struktur kehidupan sosial yang dijelaskan Giddens, yang identik dengan penguasaan 
yang melingkupi skemata penguasaan atas orang (politik) ataupun barang/hal (ekonomi) 
(Priyono, 2002, hlm. 24). Pada penelitian ini, pemerintah dianggap memiliki peran yang 
dominan di antara agen lainnya karena tanpa persetujuan pemerintah, pelatihan yang 
diajukan oleh komunitas-komunitas tersebut tidak dapat berlangsung. Seperti yang 
diketahui, pemerintah memiliki dominasi atas berbagai sektor. Dengan dominasinya, 
pemerintah berhak menentukan kebijakan pemberdayaan yang seperti apa yang akan 
diberikan bagi penyandang disabilitas. Karena tidak ada panduan yang jelas mengatur 
tentang apa dan bagaimana pemberdayaan seharusnya dilangsungkan, Dinsosnaker Kab. 
Sidoarjo menentukan bagaimana pemberdayaan dilangsungkan dalam versinya sendiri. 
Dalam hal ini, Dinsosnaker Kab. Sidoarjo menggunakan pelatihan keterampilan sebagai 
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kegiatan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan kemudian memberikan mereka 
modal untuk barang untuk membuka usaha.
Diadakannya pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas ini juga berkaitan 
dengan rasionalitas tindakan agen-agen yang terlibat di dalamnya, seperti pemerintah, 
komunitas, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Menurut Giddens, rasionalisasi tindakan 
ini merujuk pada kesengajaan (intentionality) sebagai proses merupakan suatu karakteristik 
rutin perilaku manusia yang dilakukan dalam cara-cara yang biasa (Giddens, 2010, hlm. 5). 
Pelaksanaan pelatihan keterampilan ini sengaja dilakukan dengan jenis-jenis keterampilan 
yang dianggap wajar dan sesuai bagi penyandang disabilitas. Pelatihan dengan jenis 
keterampilan tertentu bagi penyandang disabilitas juga sudah dilakukan secara rutin dan 
kebanyakan tanpa perdebatan sehingga hal tersebut yang dimaksudkan Giddens sebagai 
rasionalisasi tindakan. Giddens menjelaskan bahwa rasionalisasi tindakan yang dimiliki 
oleh agen adalah ketika agen mempertahankan suatu ‘pemahaman teoritis’ secara terus-
menerus tentang landasan aktivitasnya (Giddens, 2010, hlm. 8). 
Proses serta tindakan-tindakan yang sudah dijelaskan di atas sudah dijalankan 
bertahun-tahun dan dilakukan secara terus-menerus. Keberulangan tindakan itu 
memunculkan suatu praktik sosial tentang kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Pemkab 
Sidoarjo, yaitu pelatihan keterampilan. Praktik sosial semacam ini terbentuk karena adanya 
prinsip-prinsip struktural yang mendasar, yang terdapat dalam struktur. Prinsip-prinsip 
struktural itu terdiri dari signifikasi, dominasi, dan legitimasi. Ketiganya merupakan satu 
kesatuan yang memiliki arti secara berbeda-beda namun tetap terkait satu sama lain. Ketiga 
gugus struktur tersebut juga akan menunjukkan agen-agen yang terlibat dalam praktik 
sosial pelatihan tersebut. Berdasar hasil penelitian, agen yang terlibat dalam pelatihan ini 
adalah pihak pemerintah yang diwakili oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) 
Kabupaten Sidoarjo, kemudian ada pihak komunitas yang mengajukan proposal pelatihan 
yang sekaligus menjadi pelaksana pelatihan, serta penyandang disabilitas sebagai peserta 
pelatihan.
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Praktik sosial yang terjadi dalam pelatihan ini dimulai dengan pola L-D-S, dimana 
pada dasarnya pemerintah memiliki adanya peraturan-peraturan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap. Peraturan-peraturan itu terbentukkan dalam Undang-Undang 
maupun Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini, peraturan yang dimaksud adalah UU 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 
Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pelayanan bagi penyandang 
disabilitas. Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa seharusnya pemberdayaan bagi 
penyandang disabilitas kiranya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh 
pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kedua peraturan di atas dapat dijadikan 
suatu legitimasi tertulis bagi pemerintah.
Namun legitimasi itu tidak dimiliki oleh pemerintah sepenuhnya. Masyarakat juga 
memiliki hak untuk mengawasi implementasi peraturan-peraturan tersebut. Dalam skemata 
Giddens, norma menjadi satu jembatan yang menjadi pengarah gerak legitimasi. 
Pemberdayaan yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyejahterakan 
masyarakat (dalam hal ini adalah penyandang disabilitas) merupakan salah satu norma yang 
ada juga di masyarakat. Selama ini, masyarakat meyakini bahwa masalah kesejahteraan 
sosial merupakan satu masalah yang harus diselesaikan pemerintah. Dinsosnaker selaku 
pihak yang bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan memiliki kewajiban 
besar untuk melaksanakannya. Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, tentunya ada 
sanksi yang akan diterima oleh Dinsosnaker, yaitu sanksi dari pemerintah daerah maupun 
pusat serta sanksi administratif. Dinsosnaker Kab. Sidoarjo juga harus 
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah daerah maupun pusat apabila pelatihan 
yang sudah disetujui tidak terlaksanakan.
Kebijakan yang ada tidak memberikan gambaran dan arahan tentang bagaimana 
pemberdayaan seharusnya dilaksanakan sehingga Dinsosnaker Kab. Sidoarjo selaku 
pelaksana kebijakan memiliki kuasa untuk menginterpretasikan pemberdayaan dalam versi 
mereka. Dinsosnaker mengartikan bahwa kegiatan pemberdayaan bagi penyandang 
disabilitas dapat diwujudkan melalui kegiatan pelatihan keterampilan. Pelatihan ini 
dijadikan sebagai satu-satunya bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberdayakan 
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penyandang disabilitas. Bentuk kegiatan pelatihan keterampilan itu kiranya merupakan 
salah satu dominasi yang dimiliki Dinsosnaker Kab. Sidoarjo selaku pelaksana kebijakan. 
Dengan berdasarkan pada UU dan Perda yang ada, Pemerintah memiliki dominasi 
yang besar. Pemerintah –dalam penelitian ini adalah bidang Bina Sosial, Pelayanan dan 
Rehabilitasi Sosial yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten 
Sidoarjo− memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas, terutama di bidang 
bina sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial. Masalah penyandang disabilitas sendiri ada di 
bawah tugas seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Sebagai pihak yang berkewajiban 
memberdayakan masyarakatnya, maka Dinsosnaker tentunya juga wajib membantu 
kelompok penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan karena banyak dari 
mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu serta tidak memiliki penghasilan. Karena 
itu, penyandang disabilitas banyak bergantung pada orang lain. Untuk melepas 
ketergantungan tersebut, pemerintah berkewajiban memberdayakan mereka.
Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo memilih proposal yang telah dikumpulkan oleh 
komunitas. Dalam proses itu, terdapat perjumpaan antara pihak komunitas dan Dinsosnaker 
selaku pihak pemerintah. Proposal yang masuk menjalani proses seleksi dan verifikasi.
Dinsosnaker berhak untuk memilih mana proposal yang diterima dan tidak. Tidak ada 
syarat khusus tentang calon peserta pelatihan, hanya penyandang disabilitas yang berasal 
dari keluarga kurang mampu. Dinsosnaker juga menekankan pada komunitas agar jenis 
pelatihan yang diajukan merupakan keterampilan yang bisa menghasilkan agar dapat 
langsung dipergunakan peserta pelatihan setelahnya. Dengan kuasa yang dimilikinya, 
Dinsosnaker berhak menentukan jenis-jenis pelatihan yang akan diterima. 
Dalam strukturasi Giddens, dijelaskan bahwa dominasi memiliki dua poin, yaitu 
penguasaan atas orang ataupun barang/hal. Dalam penelitian ini, Dinsosnaker selaku pihak 
pemerintah tentunya mempunyai penguasaan atas orang karena termasuk dalam tataran 
politik. Dinsosnaker berkuasa untuk menentukan jenis keterampilan bagi penyandang 
disabilitas; komunitas yang melaksanakan pelatihan keterampilan; dana yang digunakan 
untuk pelatihan keterampilan; serta segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan 
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keterampilan. Penentuan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan 
pelatihan bergantung pada keputusan Dinsosnaker. Apabila jenis keterampilan yang 
diajukan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Dinsosnaker, maka pihak 
Dinsosnaker akan menawarkan jenis keterampilan lain kepada komunitas tersebut.
Jenis keterampilan yang dipilih dalam pelatihan memang disesuaikan dengan jenis 
disabilitasnya. Seperti sudah ada semacam pengkotakan terhadap jenis-jenis keterampilan 
yang diadakan. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, jenis-jenis keterampilan yang sudah pernah 
diadakan adalah tata rias, tata busana, tata boga bagi tuna rungu wicara; elektro dan tata 
busana bagi tuna daksa; serta pijat bagi tuna netra. Jenis keterampilan yang dipilih dalam 
pelatihan itu memang pelatihan praktis yang bisa dipelajari dan diaplikasikan secara 
langsung oleh peserta. Bagi tuna netra, hanya keterampilan pijat yang bisa diajukan untuk 
pelatihan karena hal itu memang menjadi bekal bagi pekerjaannya. Berkaitan dengan 
penguasaannya terhadap kegiatan pelatihan tersebut, Dinsosnaker juga melakukan 
pengaturan terhadap waktu pelaksanaan pelatihan. Walaupun waktu yang disanggupi oleh 
pihak Dinsosnaker hanya sedikit, pihak komunitas dan juga peserta mau tidak mau 
menyanggupi lamanya pelatihan tersebut diadakan. Meski dinilai sudah cukup baik, namun 
hasil kegiatan pelatihan tersebut masih belum optimal. Namun komunitas sebagai 
pembantu pelaksanaan pelatihan dan juga peserta pelatihan tidak bisa menuntut lebih 
karena pelatihan harus berjalan sesuai yang sudah direncanakan oleh pihak Dinsosnaker.
Karena merasa memiliki kuasa untuk mengatur masyarakat, maka Dinsosnaker 
dalam hal ini juga merasa bahwa tugasnya telah selesai dalam memberdayakan penyandang 
disabilitas melalui kegiatan pelatihan tersebut. Pasca pelatihan keterampilan selesai 
dilaksanakan, Dinsosnaker menyerahkan sepenuhnya urusan peserta pelatihan kepada 
komunitas yang membantu pelaksanaan pelatihan. Dinsosnaker hanya menyarankan kepada 
komunitas untuk membentuk kelompok-kelompok kerja dari para peserta pelatihan yang 
dinamakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tujuan dibentuknya kelompok-kelompok 
itu adalah agar mereka bisa saling mengisi dan belajar. Dalam kondisi-kondisi yang 
dijelaskan di atas, pihak komunitas dan penyandang disabilitas tidak banyak memiliki 
ruang untuk memilih. Hanya sedikit dan bahkan hampir tidak ada ruang untuk komunitas 
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menentukan pilihan sesuai yang diinginkan oleh penyandang disabilitas. Jumlah peserta 
pun dibatasi oleh pihak Dinsosnaker sehingga masih banyak penyandang disabilias yang 
menunggu kesempatan untuk diikutkan pelatihan keterampilan.
Selain dominasi, dimensi utama struktural yang lainnya adalah signifikasi. 
Signifikasi yang ditonjolkan dalam penelitian ini adalah pelatihan keterampilan yang 
merupakan simbol/ bentuk dari pemberdayaan yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo bagi penyandang disabilitas. Pelatihan keterampilan ini dilaksanakan setahun 
sekali oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dengan bantuan pihak komunitas. Pelatihan 
keterampilan ini merupakan satu-satunya kegiatan yang berkaitan dengan program 
pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Jenis-jenis keterampilan yang pernah diadakan 
di Kabupaten Sidoarjo ini adalah tata rias, tata busana, tata boga bagi tuna rungu wicara; 
elektro dan tata busana bagi tuna daksa; serta pijat bagi tuna netra. Pelatihan keterampilan 
ini dilatih oleh instruktur yang memang ahli di bidangnya dan memiliki pengalaman yang 
cukup.
Pada hakikatnya, pelatihan ini tidak hanya sekedar memberikan pelatihan saja 
namun juga memberikan modal kepada para peserta pelatihan serta melakukan pengawasan 
terhadap peserta pelatihan dalam jangka waktu tertentu. Setelah modal diberikan, maka 
yang semestinya dilakukan oleh pihak Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo adalah melakukan 
pengawasan/ monitoring. Pengawasan dimaksudkan untuk memonitoring hasil dari 
pelatihan yang sudah diberikan, apakah modal-modal yang diberikan tersebut telah 
dipergunakan dengan maksimal dan semestinya ataukah tidak. Pada kenyataannya di 
lapangan, proses monitoring itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keterbatasan tenaga 
menjadi alasan Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo terkait tidak berjalannya proses 
monitoring ini.
Niat pemerintah untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan 
tidak dapat terbukti dengan jelas apabila setelah pelatihan, pemerintah langsung lepas 
tangan begitu saja terhadap mereka. Antisipasi yang dilakukan untuk keberlanjutan 
pelatihan tersebut adalah dengan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 
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Tujuannya adalah agar mereka bisa saling mengisi, seperti jika ada kesulitan-kesulitan yang 
mereka tidak ketahui. Namun kendala pelaksanaan KUBE ini terletak pada jarak rumah 
peserta yang berjauhan dan juga SDM yang dimiliki oleh peserta pelatihan.
Pelaksanaan pelatihan keterampilan memang didasarkan pada tanggung jawab 
pemerintah untuk memberdayakan masyarakatnya. Sebelumnya dijelaskan bahwa 
pemberdayaan ini berkaitan dengan konsep kekuasaan, dimana kekuasaan itu sendiri 
kerapkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain melakukan 
apa yang dikehendaki, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2009, hlm. 57). 
Demikian pula dalam penelitian ini dimana Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo menggunakan 
kekuasaannya untuk mengatur penyandang disabilitas agar mereka mau diberdayakan 
sesuai dengan cara dan aturan yang sudah dibuat pemerintah. Penyandang disabilitas tidak 
memiliki bargaining power untuk melakukan tawar-menawar dengan Dinsosnaker terkait 
pelatihan yang diadakan. Tidak ada proses diskusi atau bertukar pikiran antara komunitas 
penyandang disabilitas dengan pihak pemerintah terkait pemberdayaan bagi penyandang 
disabilitas. Dengan begitu, keputusan yang dibuat oleh pemerintah bisa jadi merupakan 
keputusan yang sifatnya top down dimana masyarakat hampir tidak memiliki celah untuk 
terlibat dalam prosesnya. Keterlibatan masyarakat hanya pada saat keputusan sudah 
ditentukan.
Penjelasan yang sudah dijabarkan di atas merupakan rangkaian dari skemata praktik 
sosial yang tersusun dari tiga prinsip struktural yang utama, yaitu legitimasi, dominasi dan 
signifikasi (L-D-S). Rangkaian tindakan tersebut berjalan terus-menerus dan berulang 
sehingga muncullah praktik sosial. Praktik sosial ini tentunya tidak terlepas dari ruang dan 
waktu yang melekat pada saat suatu tindakan tersebut dilakukan. Berikut adalah skemata 
praktik sosial yang telah peneliti jabarkan dalam penjelasan-penjelasan di atas:
Gambar 1. Skemata Praktik Sosial Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten 
Sidoarjo
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Sumber: Data olahan peneliti, 2014
Selain penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, peneliti juga berusaha melihat 
pelatihan keterampilan dari sudut pandang penyandang disabilitas. Dalam dunia disabilitas 
terdapat dua pandangan yang digunakan dalam melihat hal-hal seputar disabilitas, yaitu 
individual model of disability dan social model of disability. Pelatihan keterampilan yang 
diadakan oleh pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ini apabila dilihat 
berdasar pandangan yang ada di dalam dunia disabilitas, bisa dikategorikan termasuk pada 
kategori model individual (individual model of disability).  Pada model ini, terdapat dua 
pokok mendasar, yaitu permasalahan tentang disabilitasnya terletak dalam diri individu dan 
melihat penyebab dari masalah disabilitas ini sebagai akar dari keterbatasan fungsional atau 
berkurangnya psikologi yang diasumsikan muncul dari disabilitas (Oliver, 1990, hlm. 2).
Dalam penelitian ini, dilihat bahwa pemerintah masih melihat penyandang disabilitas ini 
memiliki keterbatasan fungsional sehingga jenis keterampilan yang dilatihkan disesuaikan 
dengan jenis disabilitasnya. Penyandang disabilitas jadi tidak mempunyai kesempatan 
untuk memiliki keterampilan seperti yang lain.
Keterbatasan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas seringkali dianggap 
sebagai satu penghambat yang membuat mereka hanya mampu melakukan pekerjaan 
dengan jenis tertentu saja. Seperti misalnya tuna netra yang hanya bisa menjadi juru pijat 
saja sehingga pelatihan yang diberikan hanya pelatihan pijat saja. Seharusnya ada kegiatan 
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lainnya yang bisa dilakukan, seperti pelatihan komputer bagi tuna netra/ tuna rungu/ tuna 
daksa. Tetapi waktu juga harus disesuaikan, tidak terlalu cepat seperti pelatihan yang 
selama ini diadakan. Pada kenyataannya, pelatihan yang diadakan memang mengarahkan 
penyandang disabilitas untuk bisa bekerja sendiri. Pelatihan keterampilan yang diadakan 
mengajarkan keterampilan-keterampilan praktis yang dapat digunakan secepat mungkin 
oleh penyandang disabilitas untuk bekerja. Jenis keterampilan yang dipilih pun lebih pada 
jenis-jenis keterampilan yang disesuaikan menurut jenis disabilitas itu dan pemilihannya 
banyak ditentukan oleh pihak pemerintah.
Kegiatan pemberdayaan semestinya tidak berhenti hanya pada kegiatan pelatihan. 
Selepas pelatihan selesai, setidaknya peserta pelatihan masih perlu mendapat bimbingan 
untuk lebih memaksimalkan kemampuannya. Apabila hanya pelatihan keterampilan saja, 
tentunya kegiatan tersebut belum mampu memberikan pegangan bagi para peserta untuk 
mandiri dan memulai untuk usaha. Dari hasil di lapangan, proses pemberdayaan bagi 
penyandang disabilitas tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selepas mengikuti 
pelatihan keterampilan, masih banyak juga penyandang disabilitas yang memilih untuk 
mencari atau menjalankan pekerjaan lain karena merasa tidak mampu dan berbakat dalam 
keterampilan yang baru saja diikutinya. Dengan begitu, kebijakan pemberdayaan bagi 
penyandang disabilitas yang ada hanya tertulis secara normatif saja tanpa diperhatikan 
pengimplementasiannya di masyarakat.
G. Kesadaran Penyandang Disabilitas pasca Pelaksanaan Pelatihan
Penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan 
masyarakat pada umumnya dalam hal mendapatkan pekerjaan, padahal mereka ingin 
memiliki pekerjaan tetap. Banyak alasan yang diungkapkan para pengusaha untuk tidak 
mempekerjakan penyandang disabilitas, seperti anggapan bahwa mempekerjakan mereka 
justru akan menambah beban perusahaan dan merusak cita perusahaan (Oktavian, 2008, 
hlm. 77). Penyandang disabilitas memang memiliki kekurangan-kekurangan yang 
membuatnya tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Namun kekurangan itu bukan 
berarti tidak dapat ditangani. Melalui pelatihan-pelatihan, mereka dapat bekerja dengan 
baik. Tentunya disesuaikan juga dengan jenis disabilitasnya.
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Pelatihan memang merupakan salah satu upaya untuk menyejahterakan penyandang 
disabilitas. Pelatihan keterampilan dibutuhkan untuk membekali dirinya keterampilan-
keterampilan yang mungkin akan bisa membantunya dalam mencari nafkah. Dalam 
paparan Giddens, keinginan para penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ini ada 
kaitannya dengan motif mereka untuk bekerja. Motif untuk bekerja yang dimiliki oleh para 
penyandang disabilitas ini juga dimiliki oleh penyandang disabilitas yang pernah mengikuti 
pelatihan keterampilan di Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu hal yang berkaitan dengan motif ini dalam strukturasi Giddens adalah 
tentang kesadaran. Giddens menggagas tentang kesadaran praktis bersama dengan motivasi 
tidak sadar dan juga kesadaran diskursif. Ketiganya dijelaskan oleh Giddens sebagai 
dimensi internal agen (Giddens, 2010, hlm. 10). Penyandang disabilitas yang menjadi 
peserta pelatihan tentunya memiliki alasan mengapa mereka mengikuti pelatihan tersebut. 
Adanya kegiatan pelatihan keterampilan ini menjadi satu upaya pemerintah dalam 
memberdayakan masyarakat, salah satunya kelompok penyandang disabilitas. 
Memiliki keterampilan akan membantu penyandang disabilitas dalam mencari 
nafkah. Peneliti melihatnya sebagai suatu kesadaran diskursif, dimana si agen mampu 
memberikan penjelasan yang terbuka tentang apa yang dilakukannya (Priyono, 2002, hlm. 
28). Penyandang disabilitas memiliki alasan mengapa ia mengikuti pelatihan keterampilan. 
Keikutsertaannya dalam pelatihan keterampilan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja 
serta tanpa dipaksa oleh siapapun. Di balik kesadaran diskursif tersebut, secara tidak sadar 
agen juga memiliki kesadaran praktis. Dalam penelitian ini, tidak semua penyandang 
disabilitas memiliki kesadaran praktis terhadap pelatihan tersebut. Bagi sebagian peserta, 
apa yang dilakukan selama pelatihan hanya terjadi selama masa pelatihan tersebut. Bagi 
sebagian lainnya, kegiatan yang dilakukan selama pelatihan masih tetap dijalankan 
meskipun mereka tidak lagi berada dalam masa pelatihan.
Bagi tuna netra peserta pelatihan keterampilan, peneliti melihat adanya kesadaran 
praktis di situ. Para tuna netra ini menyadari bahwa dengan kekurangan yang mereka 
miliki, pekerjaan yang paling memungkinkan bagi mereka adalah dengan menjadi juru 
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pijat. Pemikiran seperti itu dapat terbentuk karena pemahaman yang sudah tertanam di 
dalam dirinya tentang apa yang dapat dijadikan sumber penghasilan bagi tuna netra. 
Masyarakat mengidentikkan tukang pijat dengan tuna netra, sehingga mereka hanya 
berpikir bahwa pekerjaan yang bisa mereka lakukan hanya sebagai tukang pijat dan 
pelatihan pijat bisa menjadi jembatan bagi para tuna netra untuk bisa memiliki penghasilan 
sendiri.
Kesadaran peserta pelatihan bisa berbeda satu sama lain, sesuai dengan rutinitas 
mereka sehari-hari. Bagi sebagian peserta pelatihan, kesadaran praktis dari kegiatan 
pelatihan itu tampak dalam aktivitas keseharian mereka. Namun, pada sebagian peserta 
lainnya, kesadaran praktis dari kegiatan lamanya sebelum mengikuti pelatihan yang tampak 
mendominasi aktivitasnya. Hal itu berkaitan dengan rutinisasi yang melekat pada kesadaran 
praktis. Rutinitas tidak terpisahkan dari kesinambungan pribadi agen, saat agen bertindak di 
sepanjang jalur aktivitas kesehariannya (Giddens, 2010, hlm. 93). Rutinitas yang dapat 
memunculkan kesadaran praktis terjadi dalam waktu yang lama. 
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran praktis ada pada diri 
peserta pelatihan yang memang tertarik (memiliki minat) dan merasa butuh dengan 
keterampilan tersebut. Dengan begitu, mereka akan berkegiatan serupa secara terus-
menerus untuk menggali keahliannya ataupun beranggapan bahwa hanya keterampilan 
tersebut yang bisa menghasilkan bagi mereka. Sebaliknya, kesadaran diskursif dapat dilihat 
dari penyandang disabilitas yang hanya mengikuti pelatihan keterampilan karena ditawari 
atau semacamnya, namun tidak berminat/ merasa cocok dengan keterampilan yang 
dilatihkan. Mereka yang dimaksud juga sebelum mengikuti pelatihan telah memiliki 
pekerjaan sendiri, walaupun tidak terlalu banyak menghasilkan pendapatan. Mereka lebih 
merasa cocok dengan pekerjaan tersebut daripada harus mempraktekkan keterampilan yang 
dilatihkan. Ini semua juga tidak dapat dilepaskan dari kebiasaan/ rutinitas mereka sehari-
hari. 
H. Kesimpulan
Terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:
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Pertama, implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di 
Kabupaten Sidoarjo belum berjalan maksimal. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjalankan 
kebijakan pemberdayaan melalui program kegiatan pelatihan keterampilan. Namun, 
kegiatan tersebut tidak sepenuhnya terbukti mampu memberdayakan penyandang 
disabilitas. Jenis-jenis keterampilan yang dilaksanakan pun seakan dibatasi sehingga 
penyandang disabilitas mau tidak mau mengikuti pelatihan tersebut, walau tidak sesuai 
minatnya. Pelatihan keterampilan ini kemudian menjadi suatu praktik sosial yang 
dilangsungkan secara berulang dan terus-menerus yang diulas melalui dimensi-dimensi 
struktural, yaitu legitimasi, dominasi, dan signifikasi (L-D-S). Berdasarkan uraian di atas, 
terlihat bahwa kebijakan yang ada telah cukup jelas membahas tentang pemberdayaan bagi 
penyandang disabilitas, namun tidak dijelaskan bagaimana pemberdayaan seharusnya 
berjalan. Sehingga pemerintah daerah memiliki versi masing-masing tentang pemberdayaan 
bagi penyandang disabilitas. Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak pemerintah 
berkuasa dalam mengartikan pemberdayaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan 
keterampilan. Pelatihan keterampilan ini merupakan bentuk signifikasi Dinsosnaker Kab. 
Sidoarjo terhadap program pemberdayaan. Peran Dinsosnaker di sini sangat dominan 
termasuk komunitas dan penyandang disabilitas. Karena peranannya yang amat dominan 
dalam pelatihan keterampilan, maka kesempatan agen lain terlibat dalam pelaksanaan 
hampir sedikit. Dengan begitu, implementasi kebijakan pemberdayaan berjalan timpang 
satu arah karena agen lain di luar pemerintah hanya menjalankan saja apa yang sudah diatur 
oleh pemerintah.
Selain adanya dimensi-dimensi struktural yang mempengaruhi berlangsungnya 
praktik sosial tersebut, di sisi lain ada pengaruh kuat yang juga menentukan 
keberlangsungan praktik sosial itu, yaitu birokrasi. Birokrasi dalam penelitian ini terlihat 
memiliki pengaruh yang besar tentang bagaimana pelaksanaan pelatihan keterampilan. 
Birokrasi ini pula yang pada akhirnya menentukan keberhasilan proses pemberdayaan yang 
dijalankan oleh pemerintah. Semestinya pemerintah dapat membantu meningkatkan 
kesejahteraan penyandang disabilitas, tidak hanya melalui pelatihan keterampilan saja. 
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Pemerintah juga bisa melakukan pembinaan dan bantuan terhadap usaha yang dimiliki oleh 
penyandang disabilitas.
Kedua, pelatihan keterampilan tersebut membentuk respon yang berbeda pada 
setiap peserta. Respon ini terbentukkan dalam kesadaran pada diri agen. Dalam penjelasan 
Giddens, kesadaran praktis merupakan faktor yang penting dalam teori strukturasi. Namun 
kesadaran praktis ini tidak sepenuhnya terjadi pada seluruh peserta pelatihan keterampilan. 
Kesadaran praktis hanya dimiliki oleh peserta-peserta yang menjadikan pengetahuan yang 
didapat ketika pelatihan sebagai mata pencahariannya. Kesadaran praktis muncul dari 
rutinitas tertentu yang pada akhirnya membentuk perilaku agen yang beraktivitas begitu 
saja. Sementara itu, sebagian lainnya memunculkan kesadaran diskursifnya terhadap 
pelatihan keterampilan tersebut karena penyandang disabilitas tersebut tidak secara rutin 
melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pelatihan. Sehingga pasca pelatihan 
dilaksanakan, mereka tidak lagi melakukan rutinitas tersebut. Perbedaan rutinitas dari para 
penyandang disabilitas ini mengindikasikan bahwa respon penyandang disabilitas terhadap 
pelatihan keterampilan tersebut tidak terlalu baik. Pelatihan keterampilan tersebut terbukti 
tidak sepenuhnya mampu memberdayakan penyandang disabilitas yang menjadi peserta 
pelatihan tersebut.
Daftar Pustaka
Bipeta, R. Ethics committee approval for academic research: is it a workable proposition in 
developing countries?. AP J Psychol Med, Vol 15 No. 1, Januari-Juni 2014, 1-4, 
diakses pada 1 Januari 2015 dari http://medind.nic.in/aag/t14/i1/aagt14i1p1.pdf
BPS Kabupaten Sidoarjo. (2013). Sidoarjo dalam Angka 2013. Katalog BPS: 
1101002.3515. Diakses pada 4 Maret 2014 dari
http://sidoarjokab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=1 pada 4/3/2014 pkl 13.42
WIB.
Dinas Sosial. (2008). Model pembangunan kesejahteraan sosial jawa timur. Surabaya: 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Giddens, A. (2010). Teori strukturasi: Dasar-dasar pembentukan struktur sosial di 
masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
32
Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community development – Alternatif pengembangan 
masyarakat di era globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Irwanto, dkk. (2010). Analisis situasi penyandang disabilitas di indonesia: Sebuah desk-
review. Diakses pada 2 Oktober 2013 dari 
http://www.ausaid.gov.au/Publications/Documents/pwd-sit-bahasa.pdf pada 
2/10/2013 pkl 14.41 WIB.
O’Reilly, A. (2013). Hak atas pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas. Jakarta: 
ILO. 
Oktavian, F. A. (2008). Efektivitas pasal 14 undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang 
penyandang cacat terkait dengan hak-hak penyandang cacat untuk bekerja. (Skripsi
tidak dipublikasikan), Universitas Brawijaya, Malang.
Oliver, M. (1990). The individual and social models of disability. Diakses pada 27 
September 2013 dari http://disability-studies.leeds.ac.uk/files/library/Oliver-in-soc-
dis.pdf.
Priyono, B. H. (2002). Anthony giddens suatu pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer 
Gramedia. 
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan 
dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat “Kajian strategis 
pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial”. Bandung: Refika Aditama.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang 
WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF. 
Geneva: World Health Organization. ISBN 92 4 154542 9.
33
Biografi Penulis
Dwinda Mayrizka, perempuan kelahiran Surabaya, 27 Mei 1992 merupakan putri sulung 
dari pasangan Sugeng Riyadi dan Eko Dwi Martini, telah menyelesaikan studi di 
Universitas Brawijaya. Diawali dengan menempuh pendidikan di SDN Puang I Sidoarjo 
yang lulus pada tahun 2004. Setelahnya melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 3 Sidoarjo 
hingga tahun 2007. Selepas itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 
Sidoarjo pada 2007-1010. Penulis menjadi mahasiswi Jurusan Sosiologi Universitas 
Brawijaya Malang pada tahun 2010 dan berhasil memperoleh gelar sarjana pada tahun 
2015.
Penulis kerap terlibat aktif dalam berbagai penelitian dan praktikum penelitian yang ada 
semasa menjadi mahasiswi Jurusan Sosiologi Universitas Brawijaya. Penelitian yang 
pernah dilakukan antara lain: 1) Penelitian skripsi “Strukturasi Implementasi Kebijakan 
Disabilitas (Studi Kasus Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kabupaten 
Sidoarjo) pada tahun 2104; 2) Laporan Kuliah Kerja Nyata di Pusat Studi dan Disabilitas 
(PSLD) Universitas Brawijaya dengan “Keterbukaan Akses Pendidikan bagi Penyandang 
Disabilitas di Universitas Brawijaya Malang (Analisa pada program Seleksi Penerimaan 
Khusus Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pusat Studi dan Layanan 
Disabilitas Universitas Brawijaya) pada tahun 2013; 3) Praktikum penelitian Mata Kuliah 
Kebijakan Sosial, “Penerapan Retribusi Tarif Parkir di Kota Malang” (2013); 4) Praktikum 
penelitian Sosiologi Bencana, “Relasi Tokoh Masyarakat dengan Masyarakat Desa Sitiarjo 
dalam Menyikapi Bencana (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Sitiarjo, Kecamatan 
Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)” pada tahun 2012. 
Contact Person: 085646358294
Email: dmayrizka@yahoo.com
